
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di ìurai ìkan pada bab sebelumnya, dapat di ìambiìl 

kesi ìmpulan sebagaiì beriìkut iìni ì: 

1. Pri ìnsi ìp non-refoulement merupakan sumber dasar dalam hukum iìnternasiìoìnal yang 

melarang negara mengusi ìr atau memulangkan seseo ìrang ke negara diì mana iìa menghadapiì 

ri ìsi ìko ì penyiìksaan, penganiìayaan, atau perlakuan ti ìdak manusiìawi ì. Pri ìnsi ìp i ìniì tercantum 

dalam berbagaiì iìnstrumen iìnternasiìoìnal sepertiì Koìnvensi ì 1951 tentang Pengungsiì (Pasal 33) 

dan Ko ìnvensiì Menentang Penyiìksaan. Penerapannya bersiìfat non-derogable (tiìdak biìsa 

di ìkesampiìngkan), termasuk dalam si ìtuasi ì darurat sekaliìpun. Dalam praktiìk, pri ìnsi ìp iìniì 

menjadiì landasan perliìndungan hak asasiì manusi ìa terhadap pengungsiì dan pencari ì suaka, 

sekaliìgus mengiìkat secara hukum bagi ì negara-negara yang menjadiì pi ìhak dalam ko ìnvensi ì-

koìnvensi ì tersebut. Iìntiì dariì pri ìnsi ìp i ìniì adalah bahwa suatu Negara ti ìdak dapat mengharuskan 

seseo ìrang untuk kembaliì ke wiìlayah diì mana iìa dapat diìaniìaya. 

2. Penoìlakan pemeriìntah Po ìlandiìa terhadap i ìmiìgran, khususnya dengan memaksa mereka 

kembaliì ke perbatasan tanpa proìses peniìlaiìan suaka, diìanggap melanggar hukum 

i ìnternasiìoìnal karena bertentangan dengan pri ìnsi ìp noìn-refo ìulement. Poìlandiìa menoìlak masuk 

atau mendepoìrtasi ì pengungsiì tanpa proìses yang adiìl, iìtu biìsa melanggar priìnsi ìp no ìn-

refoìulement yang bersi ìfat jus coìgens tiìdak boìleh diìlanggar dalam keadaan apapun. Ti ìndakan 

tersebut mengabaiìkan kewajiìban untuk meliìndungiì i ìndiìvi ìdu dariì riìsi ìkoì penyiìksaan atau 

penganiìayaan diì negara asal mereka, sebagai ìmana diìatur dalam Ko ìnvensiì Pengungsi ì 1951 

dan hukum hak asasiì manusiìa iìnternasiìoìnal. 



B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesi ìmpulan yang telah diìuraiìkan sebelumnya dapat diìambiìl 

saran sebagaiì beriìkut iìni ì: 

1. Negara-negara perlu memperkuat mekani ìsme peniìlaiìan ri ìsi ìkoì secara adiìl dan transparan 

sebelum melakukan depoìrtasiì atau pemulangan seseoìrang. Selaiìn i ìtu, pentiìng untuk 

meniìngkatkan kapasiìtas petugas iìmiìgrasi ì dan penegak hukum dalam memahami ì priìnsi ìp noìn-

refoìulement serta menjali ìn kerja sama iìnternasiìoìnal dalam perliìndungan pengungsi ì dan 

pencariì suaka. 

2. Pemeriìntah Po ìlandiìa sebaiìknya memastiìkan setiìap iìmi ìgran dan pencariì suaka mendapat 

akses terhadap proìses peni ìlaiìan suaka yang adiìl dan i ìndiìvi ìdual sesuaiì dengan priìnsi ìp non-

refoulement. Selaiìn i ìtu, Poìlandiìa perlu memperkuat kepatuhan terhadap kewaji ìban 

i ìnternasiìoìnalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan sepertiì UNHCR dan Uni ì Ero ìpa 

dalam menanganiì arus miìgrasi ì secara manusi ìawi ì dan legal. 

 

 


